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ABSTRAK

Penerapan sanksi tilang terhadap pelanggaran lalu lintas memang diperlukan guna
menjaga kondusifitas keamanan dalam berlalu lintas. Pemberlakuan sanksi tilang
yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap kendaraan yang tidak membayar
pajak tahunan kendaraan bermotor telah menciderai bentuk tatanan kehidupan
masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak ditemui secara
khusus mengenai sanksi yang diberikan apabila perpajangan pajak tahunan tidak
dilakukan. Sanksi tilang yang diberikan oleh Polisi Lalu Lintas telah membebani
masyarakat dikarenakan selain sanksi tersebut tidak relevan dalam kasus
kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan. Dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal ketidaktaatan pembayaran pajak dikenakan
sanksi denda bahkan sanksi penjara. Ranah polisi lalu lintas terkait hal tersebut
tidaklah lagi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. adapun rumusan
masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi
tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan
bermotor dan hambatan yang ditimbulkan terhadap penerapan sanksi tilang
pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi tilang
terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan
bermotor dan untuk mengetahui hambatan yang ditimbulkan terhadap penerapan
sanksi tilang pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan
bermotor. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau
metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan
di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
yang ada. Pemberian sanksi oleh polisi lalu lintas terhadap pemilik kendaraan
yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor sangatlah tidak
dibenarkan oleh hukum sehingga tidak dapat diterapkan. Ada beberapa faktor
yang mengakibatkan tidak dapat berjalanya sanksi tilang tersebut, antara lain :
faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor masyarakat.

Kata Kunci : Tilang Pajak Kendaraan, Sanksi.



ABSTRACT

The application of ticket sanctions to traffic violations is indeed necessary to
maintain security conduciveness in traffic. The application of ticket sanctions
carried out by traffic police to vehicles that do not pay annual taxes on motorized
vehicles has hurt the form of community life. In Law Number 22 Year 2009 no
specific sanctions are given if the annual tax display is not carried out. The ticket
penalties given by Traffic Police have burdened the community because besides
these sanctions it is not relevant in the case of motorized vehicles that do not pay
annual taxes. In Law No. 28 of 2009 in the case of disobedience to payment of
taxes subject to fines, even imprisonment The domain of traffic police related to
this is no longer in accordance with their duties and responsibilities. As for the
formulation of the problem in this study is how the implementation of ticketing
sanctions on vehicle owners who do not pay annual motor vehicle taxation and
the obstacles posed to the application of ticket penalties for vehicle owners who
do not pay annual taxes on motorized vehicles. The purpose of this research is to
find out the application of ticketing sanctions to vehicle owners who do not pay
annual motor vehicle taxation and to find out the obstacles posed by the
application of ticket penalties for vehicle owners who do not pay annual taxes on
motorized vehicles. The type of research in this paper is normative legal research
or library legal research methods, namely the method or method used in legal
research conducted by examining existing library materials. Giving sanctions by
traffic police to vehicle owners who do not pay annual taxes on motorized
vehicles is not justified by law so that it cannot be applied. There are several
factors that result in not being able to cross the ticket penalty, including legal
factors, law enforcement factors, community factors.

Keyword : Vehicle Tax Ticket, Sanctions.
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